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KEPUTUSAN KEPALA  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN SINTANG  

 
NOMOR :   8 Tahun  2020 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG  

TAHUN 2020 
 

Menimbang : a. bahwa   untuk ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan 

menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
: PER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan 
Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator 

Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2020; 

b. bahwa dalam kaitannya dan maksud pada huruf a 

tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sintang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang                 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
           
  2. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagai telah diubahdengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)  
     
      4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Repulik Indonesia Nomor 4286); 

             

       

          5. Undang-Undang.... 

 

 

 



 

   5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Repulik Indonesia Nomor 4355); 

     6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

   7. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

   8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tabahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya Undang-Udang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

   9. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

   10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lebaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

   11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

   12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor  3); 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 
dilingkungan  Instansi Pemerintah, 

  2. Peraturan BupatiSintang Nomor 28 Tahun 2019 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang; 

              

 

              

           Memutuskan..... 

 

 
 

 
 

 
 



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSI(AN :

Indikator Kinerja utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini, merupakan ukuran acuan
kinerja yang digunakan oleh sekretariat dan masing-
masing Bidang di lingkungan Badan penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Sintanguntuk menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan, untuk men1rusun Dokumen
Penetapan Kinerja, Menlrusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen.

Penlrusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Eva-luasi
terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh sekretariat
dan Bidang serta disampaikan kepada Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan
Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sintang, Sekretaris Badan
Penanggulanga"n Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Sintang.

1. Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang
dalam rangka akurasi data dan informasi yang
disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

2. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan
ini dan melaporkan kepada Kepala Badan
penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 13 Januari 2A2A

BENCANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sintang.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah I(abupaten

Sintang



5. Melaporkan penyelenggaraan PB kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

9. BPBD melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah dan BNPB

NOMOR INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

Jumlah bencana yang ditangani

Jumlah Kejadian Bencana 

D. Indikator Kinerja Utama  :

1. Meningkatnya transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

A. Nama Unit Organis          :Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darat,

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

1. Perumusan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Dengan Bertindak Cepat dan Tepat, Efektif                                                                                                                                                                             C. Fungsi                            :

2. Penkoordinasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh

B. Tugas                               :

     rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

    dan Efisien.   

100

Bidang 

Pencegahan dan 

Kesiapsigaan 

Bidang 

Kedaruratan dan 

Logistik

Bidang Kedaruratan dan 

Logistik

FORMULASI PENGUKURAN

100

Jumlah Komunitas Masyarakat pada 

daerah rawan bencana

Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsigaan 
X

Jumlah Komunitas Masyarakat pada 

daerah rawan bencana yang dibina

SASARAN RENSTRA

Tingkat waktu tanggap (response time rate)

daerah layanan wilayah bencana
X

Cakupan pelayanan bencana Kabupaten



Prosentase penanganan rehabilitasi
pasca bencana

Jumlah obyek terdampak yanC
ditangani

Jumlah obyek terdampak

x 100
Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi

Daerah

NIP.1 1 009


